SALINAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESATAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang a. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/

egawai Negeri Sipil bukan bendaharawan/Pihak Ketiga
harus diselesaikan/ dinroses kembali agar kerugian daerah
dapat dipulihkan;

L.  bahiwa dalain rangka untuk kelancaran dan ketertiban proses
penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan
efisien periu dibuat tata cara penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan
barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurut b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan

Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
raningl Ranaglriihs (Tamharan Neonr DRaniihlils Tndanacin
4 4 VFL.LA.\JL J_f\/-hd-b.l. & A \u\./a..l.&uvga. “ALL & \./b\al.;. A L\\.zrl AR ALLE diANANLdAw WA

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Repubilik indonesia Nomor 2828);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

kY

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesta Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

m

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara terhadap Bendahara;

Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003
tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Bengkuiu Tahun 2003 Nomor Y Seri “A”);
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PENYELESAIAN FUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
DAERAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Provinsi Bengkuiu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkuiu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu

'Ul

inspektorat adaiah inspektorat Provinsi Bengkuiu.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan meiaiui

TP dan TGR bagi bendahara/menyimpan barang/pegawai yang

mengakibatkan kerugian daerah.

7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP,
adalah proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan
keuangan/barang jika dalam pengurusannya terdapat
kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saido
buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang
sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang
ditunjuk.

&. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah

suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya

bukan sebagai Bendahara/Penyimpan barang, dengan tujuan
menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh
perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara
langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian

negara.
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Majelis Perumbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
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Tim Penyelesaian Kerugian Daerah vyang ditetapkan oleh

Gubernur.

. Bendahara Penerima/Pengeluaran yang selanjutnva disebut

Bendahara adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan;/ keperiuan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

Barang Mihk Daerah adalah semua barang yang dimihiki
Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau

perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.

. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi

yang  selanjutnya  disingkat Pelaku TP-TGR  adalah
Bendahara/menyimpan barang/pegawai pada PD, BUMD,
Instansi Vertikal dan Lembara Negara/Daerah serta Organisasi
Sosial Kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana
APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak

langsung merugikan daerah.

- Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang

disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau
kelaiaian bendahara/menyimpan barang termasuk kelaiaian
membuat perhitungan, pegawai yang membuat
kesalahan/kelalaian sehingga aset/barang milik daerah
hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar
dugaan dan di iuar kemampuan manusia (Force Majurej.

Tanggung Renteng adalah Tanggung jawab yang dilaksanakan
bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam

perbuatan yang merugikan Negara.

. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya

disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/ pegawai
untuk mengembalikan kerugian daerah.

yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan

bukti SKTJM.
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Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR

yvang akan dilaksanakan oleh Majelis TP-TGR.

BABII
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan TPTGR, Gubernur membentuk Majelis
Perumbangan TPTGR dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (i} bertugas
memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada
persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang
milik daerah.

(3} Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksd pada ayat (i}
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan

sumpah/janji di hadapan Gubernur sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya

Menyatakan dan Berjanji dengan sunguh-sungguh (bagi non

muslimj:

i. bahwa saya, untuk diangkat sebagai Majeiis TP-TGR, baik
langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih
apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi
sesuatu kepada siapapun juga;

Z. bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Repubiik
Indonesia;

3. bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

4. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu
pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya
tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yvang
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan

atau pekerjaan saya;

()]

bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya,
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senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari

6. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tingggi kehormatan
Negara, Pemerintah dan Pegawai Neger1 Sipii;
7. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan
semangat untuk kepentingan Negara
Kiranya Tuhan Menolong saya (bagi non muslim)
Pasal 5
(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan
TP-TGR,  Gubernur membentuk  Sekretariat  Majelis

Pertimbangan TP-TGR

Sekretariat Majelis TP-TGR berada pada Badan Pengelolaan

e
o

-

Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

(3} Pembentukan Sekretariat Majelis TP-1GR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

BAB IiI
Bagian Kesatu
informasi Pelaporan dan Pemeriksaan
Pasal 6
(1) Informasi kerugian daerah berasal dari:
a. laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
b. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan
langsung;
c. laporan PD/Pejabat yang diberikan kewenangan meiakukan
verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
d. laporan masyarakat, informasi media massa dan media
elektronik;
e. laporan Pejabat/Pegawai yang mengetahui terjadinya
kerugian daerah atau dugaan telah terjadi kerugian daerah.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan
kepada Gubernur melalui Inspektorat Paling lama 7 (tujuh)
hari setelah Pejabat atau Pegawai mengetahui kejadian atau
dugaan telah terjadi kerugian daerah.

(3) Apabia Pejabat atau Pegawai tidak melaporkan atau

http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

o,
<l
S

(3)
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terlambat melaporkan terjadinya atau dugaan terjadi kerugian

1

dacrah, maka kecpada Pcjabat ata
tindakan hukuman disiplin.
Setelah menerima laporan, Inspektorat segera melakukan
pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan
tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya
pengembalian kerugian daerah.
disampaikan kepada Mejelis TP-TGR.
Bagian Kedua
Penilaian Kerugian Daerah

Pasal 7

} Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh

inspektorat.

Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah.
Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Majeiis TP-1GR dan Pelaku TP-1TGR.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan pertimbangan Majeils dalam menetapkan besaran TP-
TGR.

Berita acara penilaian kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai

berikut:

a.

kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang
antara saido buku kas dengan saido kas {fisik atau seiisih
antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa
fisik barang, dihitung sebesar seiisih nilai uang atau barang
dimaksud;

kerugian daerah sebagai akibat hiilangnya uang, dihitung
sebesar nilai uang yang hilang;

kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa

diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang
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tersebut;

d. Kerugian dacral sebagai akibat barang yang hilang atau rusak
dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada
saat kejadian dihitung sebagai berikut:

1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun
dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai
perolehan/pembelian barang dimaksud;

2. Untuk barang yang berumur lebih 1 (satu) tahun dari saat
perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum)

setempat pada saat barang itu hilang.

Pasal 9

——
el
S

Inspektorat menerbitkan SKTJM Terhadap Pelaku TP-TGR
yang tidak keberatan terhadap berita acara sebagaimana
dimaksud daiam Pasai 7 ayat (3},
(2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi
materai cukup dan ditandatangani oleh pelaku TP-TGR
(3) Pelaku TP-TGR yang tidak keberatan terhadap berita acara
penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
maka Penilaian kerugian daerah tidak diproses ke sidang
Majeiis TP-TGR.
(4) Pelaku TP-TGR yang keberatan terhadap berita acara
sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 ayat (3), maka Penilaian
Kerugian Daerah dilakukan oleh Majelis TP-TGR.
Bagian Ketiga
Mekanisme sidang Majelis TP-TGR

Pasal i0

(1) Berdasarkan berita acara penilaian kerugian daerah Majelis
TP-TGR melakukan sidang TP-TGR.

(2) Sekretaris Majelis TP-TGR menyampaikan surat panggilan
kepada Pelaku TP-TGR yang memuat tanggal, hari serta jam

sidang paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

,_.‘
(V]
i

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
disampaikan kepada Pelaku TP-TGR di tempat tinggalnya
terakhir atau melalui Perangkat Daerah tempat Pelaku
bertugas.

(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

@

(1)

(2)

(3)

melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 11
Sidang Majelis TP-TGR dilaksanakan apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ¥ (tiga per empat) dari anggota Majeliis.
Sidang Majelis TP-TGR harus dipimpin oleh Ketua majelis
atau Wakil Ketua Majeiis.
Anggota Majelis wajib mengundurkan diri dari mengadili
perkara TP-TGR apabila ia terikat hubungan keluarga sedaran
dan hubungan suami istri meskipun sudah bercerai.
Ternadap anggota Majelis yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggota Majelis
yang mengundurkan diri harus digant.
Apabila anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
tidak diganti sedangkan perkara teiah diputus, maka perkara
wajib segera diadili ulang.

Pasal 12

Pada permulaan sidang, Ketua Majelis TP-TGR menanyakan
kepada Pelaku TP-TGR tentang Nama Lengkap, Tempat Lahir,
Umur, Agama, Pekerjaan serta mengingatkan Pelaku TP-TGR
supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihatnya di sidang.
Ketua Majelis TP-TGR memerintahkan Sekretariat Majelis
untuk membacakan berita acara penilaian kerugian daerah
kepada Peiaku TP-TGR.
Pelaku TP-TGR dapat meminta penjelasan lebih rinci apabila
Pelaku TP-TGR beium jelas terhadap berita acara penilaian
kerugian daerah.

Pasal 13
Pelaku TP-TGR dapat mengajukan keberatan terhadap isi dari
berita acara penilaian sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12
ayat (2).
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disertai buktu
dan/atau saksi.
Majeiis TP-TGR dapat minta kepada saksi segala keterangan
yang dipandang periu untuk mendapatkan kebenaran.

Majelts TP-TGR mempelajari keberatan Pelaku TP-TGR dan
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dapat melakukan klarifikasi dengan Inspektorat terhadap
keberatan Pelaku TP-TGR.
Bagian Keempat
Putusan Sidang
Pasal 14

(1) Jika Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang, kesalahan Pelaku TP-TGR atas perbuatan yang
disangkakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka Pelaku TP-TGR di bebaskan dari
kewajiban mengembaiikan kerugian daerah.

(2) Jika Majeis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan
disidang, kesalahan Pelaku TP-TGR atas perbuatan vang
disangkakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan,
maka Majeiis menyatakan bahwa Pelaku TP-TGR wajib
mengembalikan kerugian Daerah.

Pasal 15

(1) Semua putusan majelis hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk
umunni.

- TR AT [

(2] Majelis TP-TGR memutus perkara dengan hadiriya Pelaku TP-
TGR, kecuali Majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan
tidak perkiu hadir.

(3) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dituangkan dalam risalah sidang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Putusan Majeiis

Pasal 16

(1} Pelaksanaan putusan Majelis dilakukan oleh inspektorat
(2) Pelaksaan sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dilaksanakan
setelah Sekretariat Tim menyampaikan Berita Acara Sidang

pada Inspektorat dan Pelaku TP-TGR.
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Pasal 17

(1} Inspektorat menerbitkan SKTJM terhadap pelaku TP-TGR

yang terbukti melakukan kerugian daerah.
{2) SKIJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi materai

cukup dan ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR.

J

AB 1V
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN

TERHADAP KERUGIAN DAERAH
Pasal 18

173
’!

Bobot kesalahan dibagi dalam kriteria sebagai berikut:
a. bobot kesalahan ringan,
b. bobot kesalahan sedang;dan

c. bobot Kesalahan Berat.

O

Pasal 1

(1) Bobot kesalahan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 hurut a dikenakan 1% (satu persen) sampai dengan 34Y%

(tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah.

(2) Bobot kesailahan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dikenakan apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan
tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah
sebagai berikut:

a. kehilangan uang/barang millk daerah yang menjadi
tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok,
tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya
pengamanan, antara lain untuk pengambilan/ penyetoran
uang telah didampingi oieh aparat keamanan, sedangkan
untuk barang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi;dan

b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu
lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang
mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung
jawabnya rusak.

Pasal 20
1} Bobot kesalahan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 huruf b, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari

kerugian daerah.
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Bobot kesalahan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakai apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas

tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, sebagai

berikut:

a. kehilangan uang/barang milik daerah vang menjadi
tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok,
tertipu, atau tercuri dan Pelaku TP-TGR telah menunjukkan
upaya pengamanan.

b. Mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu
laiu hintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang
mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung

Jawabnya rusak.

dencan 100% {seratiis nersen! dari kermioian doersh
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Bohot kesalahan berat sehasaimana dimaksud nada avat (1)
F A - i

il erales Al Pelaka: TO_oTOR
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penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam
pengurusannya;

b. membayar/memberi/mengeluarkan  uang/barang milik
daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak vang
tidak berhak dan/atau secara tidak sah;

c. idak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan
barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

d. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;

e. menerima dan menyimpan uang palsu;

t. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung
jawabnya;

g. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik
vang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima

h. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas

melaksanakan tugas belajar;

i. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai

meliaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut daiam
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Penetapan Tugas Belajar;

j. Kehilangan uaing/baraing iilik  dacrali  yaiig inenjadi
tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar
kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan
upaya pengamanan;

I T, N R T, TSR ST . i D T ). SN, N W
. IIiCrigaiaiiil KcCCiaKadail Kaifiia tdak [HiClilaiuill ijaliluu idaiu

B

lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang
mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung
jawab rusak.

| Pasal 22

(1) Apabila dalam pemeriksaan terdapat Kerugian daerah yang
dilakukan beberapa pegawai dan/atau pejabat, maka kepada
yvang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai
dengan bobot keteriibatan dan tanggung jawabnya, urutan
inisiatif, kelalaian dan kesalahan.

{2) Apabila kerugilan daerah yang terjadi akibat pemakaian
barang milik daerah untuk kepentingan dinas oleh unit lain
dalam satu PD, maka tanggung jawab kerugian daerah berada
pada pemakai barang.

(3) Apabila Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian
barang milik daerah diluar untuk kepentingan dinas oleh unit
lain dalam satu PD, maka tanggung jawab kerugian daerah
secara renteng berada pada pengguna barang dan pemakai
barang.

(4) Apabila Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian
barang milik daerah oleh lembaga non
pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas, maka
tanggung jawab kerugian daerah berada pada pengguna
barang.
| BAB V

PENYETORAN
Pasal 23

(1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR secara tunai,
disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke
rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda
Setoran.

(2) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR secara mengangsur,
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disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Dearah dengan

(3) Surat Tanda Setoran memuat data:
a. 1dentitas sebagai Peiaku TP-TGR;
b. besarnyva jumlah vang dibayar dan bila angsuran
merupakan yang keberapa;
c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
{4) Surat Tanda Setoran asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan
vang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan
pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
{O) Surat Kuasa melakukan pemotongan gaji dan surat kuasa
menjual jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 24
(1) Majelis TP-TGR melaporkan pelaksanaan penyelesaian

(2) Gubernur melalui Inspektorat melaporkan pelaksanaan
penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
| BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

(1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai Negeri Sipil telah
terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Gubernur
dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang beriaku.

(2) Kerugian daerah vang tidak dapat diselesaikan oleh
Pemerintah Provinsi, maka = penyelesaiannya dapat

dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
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BAB Viii

STMTERARTFTY TA R DINRIT Y TS

Pasal 26

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

pada tanggal 7 Desember 2018
GUBERNUR BENGKULU
+4+ 3
Lili.

H. ROHIDIN MERSYAH

TT DAY IINIOT IR TITTT
Pl ANV ilv0i iSi N T U ieu

ttd.
NOPIAN ANDUSTI

UN 2018 NOMOR 55
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N PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 55 TAHUN 2018

PERBENDAHARAAN DA r “m":,n GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAI

iro vy

: i Perintah
Tugas dari ﬁspekt‘ Provinsi Bengkulu Langgdi ....... JROTRIOL s+ s 006 ; atau
Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja
dari............ tanggal......Nomor......; atau Penilai Internal yang dibentuk
dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkuiu tanggal...... Nomor....... {*

pmggunaa (PZ‘)),, ,,,,,,,,,, senilal Rp.............; atau (¥)
Adanya selisinh antara miai yang tercatat ﬁalaﬁx kartu persediaan dengan
sisa fisik barang pada gudang penggunaan (PDj}........,
(ienis barang)........ (spesifikasi)....... sejumlah.........(satuan)
.......... penggunaan (PI’.’)]....... atau { ‘)

2 uang Pemerintah Provinsi Bengkulu penggunaan (PD)...... . ,

#y

T }

v e o A~ S T

= P B R - PoUTpnpy Sn P
inigan pliaxku pliiyCoas sKiiugiaii Gacrt an yaicuil

gKaT jGolongan 1.,
1tor £ e b o mimeimeeseaery @ 5 SIS 8 8
VA, enmenan 51 ssmmmninsssos

Alamat Rumah e .5 5 5 SEENISHEE § 5 Sairasere e
Telp. ...

”L{' H"E]‘!!

KU m

Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
| ana dinthah dengan Peratuiran Pemerintah

Keuangan Republik Indonesia Nomor 3
- :

PSP R FQ IR AT~ ~
HlyCiCoalail  uaiiu 1xtxu?élcu; INCRaia

Pera v

Pe bendah araan dan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam 1
Penilaian Barang Daerah;
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Ul

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor...... Tahun...... tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
'7 Dprqf1 iran n?ergh Prf)vingj Qaﬂ n’]711l.1 T\Tnmnr Q 'T‘q}-q!r\ f)r)nO f?ﬁfgﬁn

PR oy T === O

ang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam

melakukan penilaian kerugian tersebut tersebut dengan pertimbangan

ﬁ

baliwa

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu
atau atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar,
Kaskulasi Biaya (nilal perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan; atau (*)

- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat

1:—\

terjadinva uang hilang; atau (*
- Penilaian akibat selisih perbe ndaharaan dilakukan dengan pendekatan

perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpanan Barang
denoan FRisik 11ano/harano nprep(haaﬁ {*Y Dalam 1‘\91’}1‘0]91‘1 dimaksiid

i

2
diperoleh data sebagai berikut:

-Harga  pasa atas  barang (yang hilang) ber’upa* T jenis
DaTaTiIg)eeeeerceneenen (spcsifikasij, scbagaimana iklan pcnjualan....... paéa
Koran....... yang terbit pada senilai Rp.........atau daftar harga dari
toko/perusahaan...... pada tanggal........ senilai Rp...........terlampir; atau

-Nilai uang yang  hilang berdasarkan surat tanda laporan
; .

kepolisian............ tanggal......... senilai Rp......... terlampir; (*)

- Laporan hasil pemeriksaan Aparat Fungsional tanggal....... Nomor.....pada
saat pemeriksaan......... PD........... vang menyatakan bahwa terdapat
selisith antara pencatatan pembukuan hendahara /nenvimnan harang

,,,,,,,,,,,,, Aahara /penyimpan harang
dengan fisik uang/ barang pers;eéz%n senialai Rp.....(*)

™ -1 N P e e -2 e e Tt~ 4 TVam e~ Yot o
i hal Ut ulaLdb, ilian. Ir Jaudl. llleChLUl at
Provinsi Bengkulu/Tim Penilai/Penilai Internal {*}) sepakat menctapkan
taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai
Rp........ , sesuai hasil perhitungan dari harga toko/ perueahaan”.”.pada

tanggal.......atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnva dalam rangkap
4 {empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Penilaian,

D L R T I I

Catatan
{*) pilih satu/coret yang tidak periu
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RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal......... bulan........ tahunu......... kami yang bertanda

,,,,,,,,,, noan Tuntutan Perhendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Bengkulu yang dibentuk dengan Surat
Keputusan Gubernur Bengkulu .Nomor .......... Tahun......... Tanggal......... telah
imclakukain rapat/sidaiig Majclis yaiig aitara laiin juga dihadiri oieh
s {Pelakuj, dalam rangka pembahasaan atas kerugian dacrah yaitu

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa.sosss (jenis

barang)........ (spesitikasi) pengguna (PD).........;atau (¥)

Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik
a

{
Adanva selisih kurang antara nilai vang tercatat dalam kartu persediaan

dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (PD) ........ ,

senilai Rp....... ;enggunaan {E;)I’)} ......... ‘ . atau *) , ) \ l
- Hilangnya uang Pemerintah Provinsi Bengkulu penggunaan (PD).........,
sciiilai Rp
Dengan pela kerugian daerah yaitu
Nama = e,
NIP e
Pangkat/Golongan @ ...coiiiiiiiiiiiiiiiieiieenn,
Jdabatan e

oY)

Ul

\0

mat Kantor -

Ala

Alamat Riimah

Telp

Nomor 58
aerah;

eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik

3 1 ~ Niocanr: Rlasmaas 173 Tals

ri Dalam INCEET1 Nomor 12 Tahun
Penilaian Barang Daerah;
P R

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, scbagaimana telah diuabah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peratiiran  Daerah Pravinsi Renglkiiha Nomot Tahiin tentang
%

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Ty amlalas s Pass o = REAA. D b Thementon ot Ty 1o )

f I iSCIULC«ld i Jai (1115 iViiilmn I CiiiClilllall ©1UViiIolL DLLLSAL{IH,
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“(Bila kemgian daerah berupa hilangnya barang daerah/belum dilakukan
£33

peni‘ 1an)

“{Bila keﬁ:{gian daerah  berupa hilangnya uang atau  selisih
da

perbendaharaan)”

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional
tangoal ... Nomor. .. .nada saat nemeriksaan. ... . PD . yang
ﬁ‘fﬂ‘&i&ka“ teml pat selisth antara pencatatan pembukuan

fis

2]

Dengan mempertimbangkan hal-hati :

1. Bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakia bahwa vang
bersangkutan telah melakukan upayva pengamanan te rhadap Barang
MlhK Pemermtah Provinsi Bengkulu yang menjadi tanggung jawabnya,

pekerjaan;
4. Bahwa sesuai Kketerangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa
pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekuen;
5. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori
Force Mayor (keladlan /bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)

6. Kesanggupan dari pelaku unfuk menvelesaikan kerugian daerah

dengaﬁ cara tunai/ diansur melalui pemotongan gaji atau diansur
sendiri secara tunai melalui pengurus gaji PD......... 3 (%)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir
dalam sidang Srspakat memutuskan ilﬁ‘,:aka-L p@ia‘?n tersebut termasuk
kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat/senilal...........% dari
kerugian daerah;

Seia‘iju*r'fa denga“i ’nempertir1“-d’1gkan doku“iei, fakta, -terangan

sel atas
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Pl .selama....... (bulan) dengan mnilai angsuran tetap per bulan
sebesar Rp.......... ol o

>

Menugaskan Sekretariat Majelis bersama Pelaku menerbitkan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 {satu)
hqri aoy)]! rhfnfhgf!fqﬁr}‘ 7O 1%07!']1’] e-1ﬁorxg

3 I‘;’Eeﬂugaséﬁn pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Provinsi
Bengkulu pada Rekeniang :...... setiap bulan paling lambat
tanggal........ scbesai Rpeeeeennn. sclaimia......... J{bulai) mulai
bulan....... tahun..... sampai dengan bulan......tabhun ... {apabila

pelaku non PNS Provinsi);

4. Menugaskan pengurus gaji PD untuk memotong gaji atau menerima
angsuran tunai dari pelaku setiap bulan paling lambat
tanggal......sebesar Rp........selama........{(bulan] muiai
bulan........tahun......sampai dengan bulan.......tahun......selanjutnva
menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu pada rekening Nomor

... {apabila pelalku PNS Provinsi);
3. Menﬁgasﬁan Sekretariat DPRD guna bertindak untuk dan atas nama
Pemrintah Provinsi Bengkulu menerima dan menyampaikan barang

Smammiam mam A maed e AT Tl B e e s . T Anat m Tl aleey vty als a il
Jdiiiillaii Licai i pbianu Liciii Lllbiibiil.lla nuaoa udciii Pbidi\u [CSSERTS .U SRS S 3 i

vty et sl BARARE Savmien arvatbils dalavs faaaisa
uéiia;xg jaminan serta menjual barang jaminan apabila d ingka

waktu vyang ditetapkan

s
seianjurnva menyetorkan ke rekening Kas |
melaluim pengurus gaji PD;

C
®
5]
=~
Y
=
ay
o}
<
)
1£
o
o
=
v}
o)
c
c

6. Menugaskan (pejabat) Sekretaris Majelis untuk memantau penyelesaian
kerugian daerah secara tunai oleh pelaku (apabila pelaku non PNS
Provinsi), atau menugaskan Kepala PD untuk memantau penyeiesaian
!(‘QT‘ETQ"!OY\ r]qc:w‘q]n secara Of‘}ﬂo1‘!1‘01’\ n]ph ﬁp}pb11 Aqf\ mpm}-\,{:-ri ]
pe zkemhaﬂa penyfe}egaian qpfiau;_.‘b,LSﬂ kepada Maje
pelaku Non DN Provinsi). (*)

Demikian risalah sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap

4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PROVINSI BENGKULU
NO NAMA INASTANSI JABATAN DALAM | TANDA
MAJELIS TANGAN
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NG JAWADB MUTLAK

[ |

SURAT KETERANGAN T Gud G JAWAB MUTLAK

1.

>

kerugian daerah d ngaﬁ cara
rekening Kas Daerah Pr
kti penyetoran terlampir) ; { }

4. Bahwa sava aKan menveiesan{an nilai kerugian daeran den,qan cara
i )

Provinsi

:\:r}, i.}&i.icb }_J\ ;1
emotongan ga_}l
,,,,, (Dulam
0. Bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu
berupa barang......... {leniis barangj....... .{spesiiikasi), dan apabila dalam

jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban,

maka saya memberlkan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang sava
1 ppfn::\f"iﬂfqh Prov i Rpﬂu;,('nhj

maksud sebagai penggantian kev
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SAKSI-SAKSI :

i. Nama e, Tanda Tangan.................
NIP PP
s B ¢ SO (o o IR, SR o . [N
D | = T 5 ¥ T R T iaiida 1allgdile.ceecicnennnas.,
NIP
Paneleab/ {6l swiommsmevansansosss (/1
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Aset pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkuiu

Provm si Be gkulu
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SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMUTUNGAN GAJI

fang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :
Nama :

Pangkat / (:olongan N e § Y A § § S (/)

Ja hgfcrn

Sesuai Keterangan

tanggal... Nomor....... , S

atas perouatan Vang merugikan Pemerintah Provinsi Bengxulu uan itu
hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bengkuiu
pada reke“ung MOMMOL &evnnn....

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi, yaitu apabila penerima

lriiasa siidah tidale mprparh bengurus oaill atanl rgr\qhﬂq saya heralih fnn‘aq
[

ke PD lain, maka penerima kuasa berhak dan wajib mengali hkan h";{ﬁv-
& 4 pL R o s LA iS5 v ,EJ-\' 2 A5 L%E;J,“ 1\1— A
untuk memotong gaji saya kepada pengurus gaji baru atau pengurus gaji

DM 2l n L e v
1IiJ uillidila sdya Jul ltugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan

penith tangouing iawah tanpa naksaan dari nihak manapun, intuik
penun gon 1awab, tanpa paksaan nthak , untuk
dipergunakan S@b?:,ga},m_;aﬁe mestinya.

T mam ~1-
e nénuiu, .....................

Yang Menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Ssecessscserevisrscassssabsssesare Sescssssssessesssssseescsssseasssae e
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Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama e
NIP e
Pangkat/Golongan @ ...occovvvvvvivennnnnn Y
st et Mot
LFRACRAEAICLL IR€RELLAIL 0 ¢ dessesasesssscassscscsvsancsnes B L Jseessescsascssnnanes PR
Alavat Primah Toln
A RACR23ITRL InNAakii ik csssarsresens e..le'ror-’;-!e!-ﬂ\/lr ..........................
Nenoan 1init memhert kiiasa ﬁﬁﬂv;h lrcsr\or!f:
Ngs » memberi kiiasa n
Nama:.....oooooen...
NIP Fvernts s srnmnEass s § e
Pangkat/Golongan @ ... (/1

:h\
o
o ;
=t
SJJ
=i

..........................

Nalam hal zl,m hertindak 11ntuik dan atas namsa
Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Khusus untuk dan atas nama S—aya/" pemberi kuasa melakukan tindakan
hukum berupa menjual, melelang, menagih ba-ang—barang, hak-hak atas
barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya /Pemberi
Kuasa vang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah
Provinsi Bengkulu sebagai barang jaminan sesuai dengan surat

penyverahan jaminan.

Dosvcravralian havans iomminan a13d ashoaoant hontiily fanooiing tauath
ES \/‘i‘y iCiiidiail lAas "{.‘.16 Jd.&ii‘..‘.li{{.‘.l ull;#uil\} i WA RS sul Ao diviais \—ui&s& -iié J(..i V¥ LA RS
P SrLa et atae o wra = 3 L — T3 sy o3 o~ PN S . JFSUPURapID, [FREY,
saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Bengkulu
1 1 1 oy . T - m o T 1 P e T (OQI7T TN
berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM])

tanggal.....tahun ....... Nomor......,

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi, yaitu apabila penerlmd
kuasa beralih rncgs ke PD mln maka ﬂf‘t’lF“HmQ k]mqa berhak dan w

mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang,
hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan, yang telah
sovrn Jmammbhast Tmasa csrahlenn sadas Dasmarintaly Dessrina; DRosmalzialas

N e A A e P By I e Wi lRiinaa ‘t)u\/i\/l. A Ciiivi iLLL‘AAL A ARIFVAELAIA LJ\/L.LS&’LMJ{M

Demikian surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk

dipergunaka

3
1
@
el
D
)
o
=3
o

‘vrr- e S 1‘-

i (zLi.lS LVibLLLU\/LL lxuuou,

P R R #reecarnsransssaersssteranescareasnnn

T ISAAIIITYTR] RATNDOWVAL
H. ROHIDIN MERSYAFR
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